BUPATI TABALONG

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 3¢4 /2023

TENTANG

PENETAPAN NAMA DOMAIN, SUB DOMAIN, DAN ALAMAT EMAIL RESMI
PELAYANAN PUBLIK DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TABALONG

Menimbang

Mengingat

BUPATI TABALONG,

bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dalam
melaksanakan layanan publik berbasis teknologi
informasi serta mendukung keterbukaan informasi dan
peningkatan pelayanan publik, maka layanan publik
berbasis teknologi informasi dan website, maupun
alamat email dan media sosial pada Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Tabalong perlu ditetapkan dan dikelola
secara profesional, kredibel dan responsif;

bahwa layanan publik berbasis teknologi informasi dan
website maupun alamat email dan media sosial
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan
Nama Domain, Sub Domain, dan Alamat Email Resmi
Pelayanan Publik Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Tabalong;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Bupati Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
9149);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6400);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang
Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 233);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
5 Tahun 2015 tentang Register Nama Domain Instansi
Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 209);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Dalam  Negeri dan
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 157);
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Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 37 Tahun 2021
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor
37);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2021 Nomor 69);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan
dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

KESATU : Menetapkan Nama Domain, Sub Domain, dan Alamat Email
Resmi Pelayanan Publik Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Tabalong.

KEDUA : Nama Domain, Sub Domain, dan Alamat Email Resmi
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai
berikut:

mo Ao TP

www.disnaker.tabalongkab.go.id
www.blk.disnaker.tabalongkab.go.id
www.sikuat.disnaker.tabalongkab.go.id
www.instagram.com/disnaker.tabalongkab
www.youtube.com /@disnaker.tabalongkab
alamat email: disnaker.tabalong@gmail.com

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan kepada Yth:

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal |8 Agustus 2023

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong di Tanjung.




